PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN MUNJUL

JI. Raya Munjul- Turus Km. 01 Munjul Pandeglang 42276 Banten

KEPUTUSAN CAMAT MUNJUL
NOMOR :409/14.a -Kec-M;j1/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KECAMATAN MUNJUL KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2023

Menimbang a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusm,
menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam bewruf 2,
perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Standar Pelayanem
Administrasi Kependudukan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Talum 2006 tentang Penyclengearzn

Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dmbsh dengan Undans-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubehan Atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependodukan:

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Talhun 2014 tentang Pemerimtahan Deerzh,
sebagaimana telah diubah beberapa kali texakhir dengan Undang-Usndang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peageants
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atzs Und=ng-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deersh menjadi

Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelsksammsn
Undang-Undang Nomor 23 Talmm 2006 Tentang Admimistrasi
Kependudukan Sebagaimana Telah Dinbah Dengan Undang-Undsng
Nomor 24 Tahun 20i3 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudnkan;

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanasn Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
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i 2018 teptang
Peraturan Presiden Republik Indonesia Non:i(:]‘( ?iil'll'fhlm S
persyaratan dan Tata Cara Pendafiaran Pendu Oosencatafaﬂ S
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .6;’1; al;:;l gf;n ) tentang ‘tandar.
Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diu eraturan Menten

i 0
Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2003

Minimal; -
paratur Negara dan Reformasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan A :
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Talum
Pendataan Penduduk Non Permanen,

PeramranMemenDathcgenRspublikhﬂzmalhmE{Tm
ZOISTEMPWWWAWW
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tdm 2019
Tentang Pelayanan Administras Kependudukan Secara Daning; |

Peraturan MeutenDalamNegeanmblikImm%dem
ZOIQTMPMMWMMWM
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonessa Nomor IOBITM
2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Admimistras
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Talwn 2011 ®

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. i
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 45 Tahum 2016 Tentang
Susunan Organisasi, Rincian Tugasdan Fungsiserta Tata Kerja Dimas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. 5

Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 46 Talmn 2018 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Tekmis Layanan Dao
Pencatatan Sipil. Kependidnian
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|
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Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

paten Pandeglang tentang Standar Pelayanan

Keputusan Camat Munjul Kabu
Administrasi Kependudukan.

Standar Pelayanan Kecamatan Munjul Kabupaten Pandegiang sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.




